GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR Q)0 TAHUN 2020

TENTANG

TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENGELOLAAN AIR MINUM BANJARBAKULA
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisicnsi serta
kinerja Unit Pelaksana Teknis Daerah yang akan mencrapkan
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Dacrabh,
diperlukan tata kelola penyelenggaraan organisasi yang akuntabel
dan fleksibel serta adaptil terhadap perkembangan lingkungan
yang dinamis;

b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah mewajibkan setiap Unit
Pelaksana Teknis Daerah yang akan menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Dacrah menyusun
dan menerapkan tata kelola organisasi;

c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Peraturan Gubernur
Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, menctapkan perlunya
perumusan tugas, fungsi, dan uraian tugas sctiap Perangkat
Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu menctapkan Peraturan
Gubernur Kalimantan Selatan tentang Tata Kelola Badan
Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai
Pengelolaan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan;

—

Mengingat: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;
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Undong Undang, Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang,
Nomor 21 ‘Tahun 1958 tentang Penelapan Undang Undang,
Darurat - Nomor 10 Tahun 1957  antara lain  mengenal
Pembentuknn Daeranh Swatantra Tingkat | Kalimantan Gelatan
sehapai Undang-Undang, (Lembaran Negaro Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 65, Tambnhan Lembnran Negara Mepuiblik
Indonesin Nomor 11006);

Undang-Undang Nomor 17 Tohun 2003 tentang Keuangan I'lcp_,':{:u
(Lembaran Negarn Republik Indonesia Tnhur.; 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negarn Republik Indonesia Nomor A2H6),

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang, l'r:rlmntinhn’rrmn
Neparn  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik - Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Pernturnn  Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesin Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Nc;’_ﬁlr-‘l
Republik  Indonesin - Nomor 5234) schagaimana telah  diubah
dengan  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia  Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana tclah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502) scbagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Pcmtur.nn Pcrpcrin.tah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem
Penyedinan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5802);
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Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang P.rrangka’
Dacrah (Lembaran Negara Repubhk Indonesma Tahun 2014
Nomor 114. Tambahan Lembaran Negara Republik Indenessa
Nomor S887) sebagumana telah dubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perubmhan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Prrangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesmaa Tahun 20159
Nomor 187. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402),

Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengriolaan
Necuangan Daerah (Lembaran Negara Pepublik  Indonesa
Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Pepublik
Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199),

Peraturan Mentent Dalam Negeri Nomor BO Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Benta Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 120 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam  Negen
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hulkum
Daerah (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);

Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Badan Lavanan Umum Dacrah (Benta Negara Republik Indonesa
Tahun 2018 Nomeor 1213);

Peraturan Daerah Provinsa Kalimantan Selatan Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Dacrah Provinsi Kalimantan Selatan
Nomor 100);

Peraturan Gubermur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan
Tata Kena Perangkat Dacrah Provinst Kalimantan Selatan (Berita
Daerah Provins: Kalimantan Sclatan Tahun 2019 Nomor 95},

Peraturan Gubermur Kalimantan Selatan Nomer 0155
Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisas:, dan Tata Kena
Unit Pelaksana Tekms Dacrah pada Dinas Pekernjaan Umum dan
Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah
Provins: Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 155);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA KELOLA PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
BALA! PENGELOLAAN AIR MINUM BANJARBAKULA PADA DINAS

PERERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINS]
KALIMANTAN SELATAN.

Dipindai dengan CamScanner



BAD |
KETENTUAN UMUM

PPasal |

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan,

Mo

Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan,

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah
daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Dinas
adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan
Selatan.

S. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Kalimantan Selatan.

6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang sclanjutnya disingkat PPKD adalah
Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara
umum daerah.

~]

Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengelolaan Air Minum yang selanjutnya
disebut (UPTD-BPAM) Banjarmasin adalah Unit Pelaksana Tcknis Dacrah pada
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan, yang
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang
tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

8. Pejabat Pengelola BLUD adalah pejabat BLUD yang bertanggung jawab terhadap
kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan, dan
pejabat teknis struktural yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur
yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan,

9. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengelolaan Air
Minum Banjarbakula pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Kalimantan Selatan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah.

10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem
yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis daerah dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola

pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah
pada umumnya.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yag selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan

disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah
dokum_en yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan
sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

13. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan
menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada
masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
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14. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah vang sclanjutnya
disebut PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan yang memt')erlkaﬂ
fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-prakiek bisnis yang
sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa,
sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada
umumnya.

15. Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara nyata dan tegas di atur d'a.lam
lini organisasi vang terdiri dari Kepala, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

16. Jabatan Fungsional adalah kedudukan tenaga fungsional yang di atur dan
ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

17. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen
perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.

18. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen
rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan
penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.

19. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan
saru kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.

20. Remunerasi adalah Imbalan kerja yang dapat berupa gaji, honorarium,
tunjangan, tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun.

21. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa vang diberikan oleh BLUD
termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk
menutup seluruh atau sebagian dan biava per unit layanan.

22. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnyva disebut Dewan Pengawas adalah
organ vang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD UPTD

BPAM Banjarbakula Provinsi Kalimantan Selatan yang dibentuk dengan
Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan.

23. Rekening Kas BLUD UPTD BPAM Banjarbakula adalah tempat penyimpanan
uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Gubernur Kalimantan Selatan.

24. Satuan Pengawas Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah unit kerja BLUD
UPTD BPAM Banjarbakula yang menjalankan fungsi Pengawasan Intern.

BABII
TATA KELOLA

Bagian Kesatu

Umum
Pasal 2

(1) BLUD UPTD BPAM Banjarbakula berkedudukan di Kota Banjarbaru.

(2) BLUD UPTD BPAM Banjarbakula sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
beralamat di Jl. PINUS II - Kode Pos 70711, Kota Banjarbaru, Provinsi
Kalimantan Selatan.

(3) BLUD UPTD BPAM Banjarbakula secbagaimana dimaksud pada avat (1),

merupakan Unit Kerja pada Dinas, dengan status hukum dan tidak terpisahkan
dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
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BLUD UPTD BPAM Danjarbakula sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola
berdasarkan kewenangan yang dideleganikan oleh Qubernun

BLUD UPTD BPAM  BDanjarbakula  sebagaimana dimakasud  pada ayat (1),
melayani penvedinan air baku dan penyediaan ate minum dengan wilayah
operasional lintas kabupaten/kota di Provinst Kalimantan Selatan,

BLUD UPTD BPAM Banjarbakula sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
bertujuan untuk:

a. meningkatkan kualitas pelayanan air baku; dan
b. meningkatkan kualitas air minum.

Bagian Kedua
Visi, Misi dan Nilai-nilai

Pasal J

Visi BLUD UPTD BPAM Banjarbakula: Tersedianya Air Minum yang Aman,
Handal dan Berkelanjutan.

Misi BLUD UPTD BPAM Banjarbakula sebagai berikut:

a. menjamin keberlanjutan fungsi penyedinan air minum dan  mencegah
pencemaran air baku;

b. menjamin pemerataan pelayanan untuk memberikan manfant  sebesar
besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien; dan

c. melaksanakan pembinaan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan
kemampuan dan keahlian pengelola BPAM untuk menciptakan mutu air
minum vang aman dan handal.

Nilai-nilai dasar BLUD UPTD BPAM Banjarbakula dalam pelayanan air minum
meliputi:

a. ketulusan;

b. kepedulian;

c. kejujuran;

d. Kkerja sama;

e. keprofesionalan; dan
f. kebersamaan.

BLUD UPTD BPAM Banjarbakula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. membantu Pemerintah Provinsi Kalimantan Sclatan dalam hal pemenuhan
Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan air minum  masyarakat
di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan;

b. menjalankan fungsi produksi;

c. menjalankan fungsi distribusi;

d. menjalankan fungsi pelayanan dan pemasaran;
e. menjalankan fungsi personalia; dan

. menjalankan fungsi keuangan.
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BAB 11l
TATA KELOLA BLUD

Bagian Kesatu
Prinsip Tata Kelola

Pasal 4

(1) Prinsip Tata Kelola BLUD UPTD BPAM Banjarbakula sebagai berikut:
a. transparansi;
b. akuntabilitas;
c. responsibilitas; dan
d. independensi.
(2) Prinsip Tata Kelola BLUD BPAM Banjarbakula sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar

kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi
yang membutuhkan sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan.

(3) Prinsip Tata Kelola BLUD BPAM Banjarbakula sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang
dipercayakan pada Sistem Penyediaan Air Minum agar pengelolaannya dapat
dipertanggungjawabkan kepada semua pihak.

(4) Prinsip Tata Kelola BLUD BPAM Banjarbakula sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c, kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi
terhadap bisnis yang sehat serta perundang-undangan.

(5) Prinsip Tata Kelola BLUD BPAM Banjarbakula sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara
profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tckanan dari pihak
manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dan prinsip bisnis yang sehat.

Bagian Kedua
Keorganisasian

Pasal 5

(1) Keorganisasian BLUD UPTD BPAM Banjarbakula meliputi:
a. struktur organisasi;
b. prosedur kerja;
c. pengelompokan fungsi-fungsi yang logis; dan
d. pengelolaan sumber daya manusia.

(2) Keorganisasian BLUD UPTD BPAM Banjarbakula sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi,
tanggung jawab, kewenangan dan hak dalam organisasi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

(3) Keorganisasian BLUD UPTD BPAM Banjarbakula sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi
Jabatan dan fungsi dalam organisasi.
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(4) Keorganisasian BLUD UPTD BPAM Banjarbakula scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara
fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip
pengendalian intern dalam rangka efektifitas pencapaian tujuan organisasi.

(5) Keorganisasian BLUD UPTD BPAM Banjarbakula sebagaimana dimaksud padg
ayat (1) huruf d merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai
sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuanl.it.atif
dan kompeten untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien,
efektif, dan produktif.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 6

(1) Tugas BLUD UPTD BPAM Banjarbakula meliputi:

a. melaksanakan kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam
penyelenggaraan pengelolaan sistem penyediaan air minum dan penyediaan
air baku, dengan praktek bisnis yang sehat; dan

b. merencanakan, melaksanakan rencana dan proses pengaduan termasuk
pelaksanaan konstruksi yang menjadi tanggung jawab BLUD UPTD BPAM
Banjarbakula serta pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi.

(2) Tugas BLUD UPTD BPAM Banjarbakula sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, menganut pola pengelolaan keuangan BLUD dan menetapkan
organisasi tata laksana dengan prinsip efisien dan efektif.

(3) Tugas BLUD UPTD BPAM Banjarbakula sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
meliputi:
a. unit air baku;
b. unit produksi; dan

c. unit distribusi sampai ke reservoir pengambilan air curah atau titik
Off Take.

Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BLUD UPTD
BPAM Banjarbakula menyelenggarakan fungsi sebagai penanggung jawab
penyelenggaraan pengelolaan SPAM.

(2) Penyelenggaraan fungsi penanggung jawab penyelenggaraan pengelolaan SPAM
sebggaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melaksanakan
kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. menyusun Rencana Strategi (RENSTRA) penyelenggaraan pengelolaan SPAM
lima tahunan;

b. menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan;

ny:nge}ola keuangan, mencakup pendapatan dan belanja, kas, utang,
piutang, barang, aset tetap, investasi;

d. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan dan akutansi,
termasuk menyusun laporan keuangan;
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¢. melaksanakan  kegintan  teknik, meliputi  kegiatan  merencanakan,
melaksanakan  konstruksi, mengelola, memelihara,  merechabilitas,
memantau dan atau mengevaluasi sistem fisik (teknik);

. mengawasi dan membimbing tenaga teknis dalam operasi, pemeliharann
dan rchabilitasi sarana dan prasarana air minum,

mengelola administrasi kepegawaian, hubungan pelanggan dan peralatan;
h. menyelenggarakan pemeriksaan internal BLUD UPTD BPAM Banjarbakula;

i. melaksanakan kegiatan pelatihan, penyuluhan dan penelitian/pemeriksaan
kualitas air; dan

j. memberikan informasi mengenai program air minum kepada manyarak.a}.
serta menjelaskan mengenai prosedur dan tata cara mendapatkan air
minum.

=

Bagian Keempat
Tanggung Jawab Pemerintah Dacrah

Pasal 8

(1) Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan
pelayanan umum yang didelegasikan kepada BLUD UPTD BPAM Banjarbakula
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) BLUD UPTD BPAM Banjarbakula melalui bertanggungjawab kepada Gubernur
melalui Kepala Dinas dalam menyelenggarakan pelayanan air baku dan air
minum.

(3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggung jawab sebagai
berikut:

a. menyiapkan bahan kebijakan dan strategi SPAM Lintas Kabupaten/Kota
atau SPAM Regional berdasarkan kebijakan dan strategi nasional serta
kebijakan strategi Provinsi Kalimantan Selatan;

b. menjamin  terselenggaranya  keberlanjutan  pengembangan  SPAM
Kabupaten/Kota atau SPAM Regional di Provinsi Kalimantan Selatan;

c. melaksanakan pengadaan jasa konstruksi dan/atau pengusahaan
penyelenggaran pengembangan SPAM Kabupaten/Kota atau SPAM Regional
di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan;

d. memberi bantuan teknis kepada pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi
Kalimantan Selatan dalam penyelenggaran pengembangan SPAM Regional;

e. menyiapkan laporan pelaksanaan tugas; dan

memfasilitasi pemenuhan kebutuhan air baku dan air minum untuk
kebutuhan pengembangan SPAM sesuai kewenangannya.

(4) Dalam menyelt.:nggarakan dan meningkatkan layanan air baku dan air minum
kepada pemerintah kabupaten dan kota, BLUD UPTD BPAM Banjarbakula

diberikan flcksibilitas dalam pengelolaan keuangannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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BAB IV
SUMBER DAYA MANUSIA DAN REMUNERASI

Bagian Kesatu
Pegawai

Pasal @

(1) Pegawai BLUD UPTD BPAM Banjarbakula terdin atas:
a. pejabat pengelola; dan

b. pegawai.

(2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hur}}f a, bcrtangglmg
jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas
dan keuangan BLUD UPTD BPAM Banjarbakula dalam pemberian layanan.

(3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menyelenggarakan
kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD UPTD BPAM Banjarbakula.

(4) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD UPTD BPAM Banjarbakula berasal dan:
a. PNS; dan/atau
b. PPPK.

(5) Selain Pejabat pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4],
BLUD UPTD BPAM Banjarbakula dapat mengangkat profesional lainnya.

(6) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan kebutuhan
profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiens:
ckonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

(7) Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dar tenaga profesional lainnyva
sebagaimana dimaksud pada avat (5) dapat dipekerjakan secara kontrak atau
tetap.

(8) Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga professional lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima)
tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan
berikutnya.

(9) Batas usia pensiun bagi Pejabat Pengelola yang berasal dari PNS/PPPK
maksimal 58 (lima puluh delapan) tahun dan PNS dengan pangkat
Madya/Utama maksimal 60 (enam puluh) tahun.

(10) Pengadaan Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari profesional lainnyva
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan
komposisi yang telah disetujui PPKD.

(11) Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan avat (3)
direkrut dan diangkat sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas dan sesuai
kemampuan keuangan BLUD UPTD BPAM Banjarbakula.

Pasal 10

(1) Pejabat Pengelola BLUD UPTD BPAM Banjarbakula Provinsi Kalimantan Selatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a terdiri dari:

a. Kepala Balai selaku Pemimpin BLUD;
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha selaku Pejabat Keuangan BLUD;
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Co Repala Sekai Produkst selako Pejabat Telanin DLUD, dan
Ao Kepala Seksit Distribusi,

() Sebutan pemimpin, Kepala Sub Daglan Tata Usaha seladar pejabal Kenamgan
RLUD, Kepala Seksi Produlsi seladon Pejabat Telots DLUDY (i Kepala Helosl
Distribusi sebagaimana dimaksad pada avat (1), sesoal dengan nomenbdiaton
vang berlaku pada UPTD BPAM Danjarbakouaba,

Haginn Kedun
Pengangkatan dan Penempatan Pejabat Pengelola dan Pegawal

Pasnd 11

(1) Pejabat Pengelola BLUD UPTD BPAM  Banjarbakula sebagaimana dimakeaud
dalam Pasal 10 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernuar,

(2) Pemimpin BLUD UPTD DBPAM  Banjarbakula bertangeuang  jawab  Kepadn
Gubernur Kalimantan Selatan,

(3)  Pejabat keuangan, pejabat teknis dan Kosi Distribusi bertanggungfaowab kepada
Kepala UPTD BPPAM Danjarbaloala,

() Pengangkatan dan  penempatan  pejabat pengelola BLUD  UPTD - BIPAM
Banjarbakula sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan berdannrkoan
kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat,

(5) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kemampuan dan
keahlian yang dimiliki oleh pejabat pengelola dan pegawni BLUD UPTD BPAM
Banjarbakula  berupa  pengetnhuan,  Keterampilan,  dan sikap  perilaku
yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya,

(6) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebaganimana dimaksud pada ayat (5),
merupakan kepentingan BLUD UPTD BPAM Banjarbakula untuk meningkatkan
kinerjn keuangan dan non keuangan berdasarkan kaldah-kaidah mannjemen
yang baik,

Pasal 12

(1) Pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagaimoann dimaksud dalam Pasal 10
ayat (1) huruf a mempunyai uraian tugas sebagai berikut;

a. memimpin, mengarahkan, membina,  mengawasi,  mengendalikan,  dan
mengevaluasi penyelenggaraan kegintan BLUD BPAM Danjarbakula apar
lebih eflsien dan produktivitas;

b, merumuskan penctapan kebijnkan tekoin RLUD DPTD BPAM Danjarbakula
serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telal ditetapkan oleh
Gubernur Kalimantan Selatan;

¢, menyusun Rencana Strategis (Renstra),
d. menyiapkan Rencana Disnis Anggaran (R1VA);

¢ mengusulkan calon pejnbat keuangan dan pejabat teknin kepada QGuberu
Ralimantan  Selntan sesual denpan ketentnan melalui Kepala Dinas
Pekerjoan Umum dan Penatann Ruang;

{. mengusulkan pegawmt lninnya sesuai denpan kebutuhan BLUD UPTD BPAM
Banjarbakula  kepada Kepala: Dinas PUPR  selain pejabat vang  telah
ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan;
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(2)

(1)

(2)

(1)

(2)
(3)
(4)

(5)

= 1Pia

B mcngoqrdinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD UPTD BPAM Banjarbakula
yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan
tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan
mempertanggungiawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD UPTD
BPAM Banjarbakula kepada Gubernur Kalimantan Selatan; dan

h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan.

Pasal 13

Pemimpin scbagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, bertindak
selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang,

Dalam ?ml pemimpin scbagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berasal dari
pegawai negeri sipil, pejabat keuangan ditunjuk sebagai kuasa penggina
anggaran/kuasa pengguna barang.

Pasal 14

Kepala Sub Bagian Tata Usaha selaku Pejabat Keuangan dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, mempunyai
uraian tugas scbagai berikut:

a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
b. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
c. menyiapkan DPA;

melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;

melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah
penguasaannya,

h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;

i. menyelenggarakan akuntasi dan penyusunan laporan keuangan; dan

j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan.

Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
Pejabat keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran harus
dijabat oleh pegawai negeri sipil.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sclain melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan tugas fungsi BLUD
UPTD BPAM Banjarbakula di bidang:

a. administrasi umum;
b. unusan kepegawaian;

c. perlengkapan;

d

e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
(

g
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d. perjalanan dinas;
¢. hubungan masyarakat; dan

[. layanan kepada pelanggan,

Pasal 15
¢ : . sanakan tugas
(1) Kepala Seksi Produksi selaku Pejabat Teknis BLUD dalam mclnk-ml:l i o

scbagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf ¢, memp

sebagai berikut: ir
. ‘ . clayanan a
a. menyusun perencanaan kegiatan tcknis operasional dan pcl y
minum; a
. ; . i i inum SCS
b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan air m
dengan RBA;

. : C clayanan
c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelay

air minum; dan

d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas d

i tugas

(2) Kepala Seksi Produksi selaku Pejabat Teknis BLUD dalam rpclaksangkarqlcg:]% .

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyal f.ung's;{ dan gir
penanggungiawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan air baku

minum kepada pelanggan di Provinsi Kalimantan Selatan.

an kewenangannya.

(3) Pelaksaaaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas

sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.

Pasal 16

(1) Kepala Seksi Distribusi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat () huruf d, mempunyai tugas sebagai berikut:

menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan kerja sama

N pemanfaatan dan distribusi air baku dan air curah;

b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk pelaksanaan dan standar
operasional prosedur kegiatan kerja sama pemanfaatan dan distribusi air
baku dan air curah;

c. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisa kebutuhan air baku dan air

curah;
d. menyiapkan bahan dan melaksanakan hubungan kerja sama pemanfataan
air baku dan air curah oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten/Kota

dan swasta;

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan proses penyaluran air baku dan air
curah;

f. menyiapkan bahan dan mengembangkan teknologi distribusi air baku dan
air curah;

g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kerja sama pemanfaatan
dan pendistribusian air baku dan air curah; dan

h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
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(2) Kepala Seksi Distribusi selaku Pejabat Teknis BLUD dalam melaksanakan tugas
sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1), mempunyai fungsi scbagai
penanggungjawab kegiatan distribusi air baku dan air minum kepada pelanggan

di Provinsi Kalimantan Selatan.

(3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (),

berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas
sumber daya manusia dan peningkatan sunber daya lainnya.

Bagian Ketiga
Persyaratan sebagai Pejabat Pengelola
Pasal 17

Persyaratan untuk menjadi pemimpin BLUD UPTD E}PAN_I f?a"jﬂfb“k“]a
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, sebagat berikut:

a. berpendidikan minimal S1 (Strata satu);
memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan

> penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
c. mempunyai kemampuan manajerial dan kewirausahaan;
d. bersedia membuat pernyataan peningkatan kinerja;
" e. tidak pernah terlibat tindak pidana; dan
f. bersedia menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test.

Pasal 18
i jadi i Usaha sclaku
P ratan untuk dapat diangkat menjadi Kepala Sub Baglan Tata_a
P:;.asg:t Keuangan BLUD UPTD BPAM Banjarbakula sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (1) huruf b, sebagai berikut:

a. Pegawai Negeri Sipil;
b. berpendidikan mimimal S1 (Strata satu) diutamakan ekonomi/ akuntansi;

c. memiliki dedikasi, jujur dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan

bidang keuangan;
bersedia membuat pernyataan peningkatan kinerja keuangan BLUD UPTD-

BPAM Banjarbakula;
mempunyai kompetensi di bidang keuangan; dan
bersedia menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test.

Pasal 19

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Kepala Seksi Produksi selaku Pejabat
Teknis BLUD UPTD BPAM Banjarbakula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

ayat (1) huruf ¢, sebagai berikut:
a. berpendidikan minimal S1 (Strata satu) Teknik;
b. memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah teknis SPAM;

c. tidak pernah terlibat dalam tindak pidana;

i e e
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A mempunyar kompetensl sesil deogan bidang tekpis SPEV sesin bilntiy
tprannyn,

[
¢ hersedia membnint pesnyatann pepdigdstan Kine s seotim badunig Vgt Gan

£ bersedin menjalam aj bl dan ke gotitan wh fif il oot feesl

fasal 20

e fesy [Hsteibiis far ity Lis?Eis

er art pnenjidi Kepalo
o s # | 10 aynt (1) hooarvdf o, st

BPAM Banjarbalaila sebagaimona dimibesad dalam Vose
herkat:

v herpendidilaan minimal 51 (Strata siatu) Teknik,

. . oy A
s, memilila dedilasi dan memuahami mosalah ynsalah trknis GPAM,

—

tidak pernah terlibat dolam tnduk pidane,
UPAM  sesunl Iadang

I, mempunyal kompetensi sesuul dengan Idang  1eknis

Tuginnyn,

' upnstya, dan
e, bersedio membunt pernyatasn peninghatan kinerja sestal Widnng, LIEASITYH,

or leslt
(. bersedin menjulani uji kelaynlkan dan Jepatatan atans fit and propeer 1e

Haglan Keempnl
Pembing Dan Pengpawis Badan Laysnan Ugrien Daoerah

Pasnl 2]

(1) Pembing dan pengawns HLUD terdind duri;
i, Pembing telenis; dan
b, Pembing keaangan,

(2)  Pengawas BLUD terdirt dari:
n, 8P dan

b, Dewnn Pengnwi,

Pannl 22

(1) Pembinn teknis sebagaimann dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) hurufl a,
yaitu Kepala Dinas,

(2)  Pembina Keuangan sebogaimann dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) hurufl b,
yaitu PPKD Provinsi Kalimantan Selatan,

Pasnl 23

(1) 8PI sebagnimana dimaksud dalam Pasnl 21 ayat (2) huruf a, dapat dibentuk
oleh Pemimpin BLUD UPTD BPAM  Banjarbakula untuk pengawasan dan
pengendalian internal terhndap kinerjn pelayanan, keuangan dan pengaruh
hingkungan sosial dalam menyelenggarnkan Praktek Bisnis Yang Schat.,

(2) 8PI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengawas internal yang
berkedudukan langsung dibawah Pemimpin UPTD BPAM Banjarbakula,

Dipindai dengan CamScanner
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dengan mempertimbangkan sebagai berikat:

A Kesambangan antara mantaat dan beban;
b Kkompleksitas manajemen,; dan
¢oovolume dan/atan jangkanan pelayanan,
(1) Pengangkatan keangotaan 8P harus memenuhi syarat:

a. sehat jasmani dan rohani,

perilaku yang baik, dan

b, memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur,
kan BLUD UPTD

dedikasi vang timet untuk memajukan dan mengembang
BPAM Banjarbakula;

memahami penyelenggaraan pemerintahan P

d. memahami tugas dan fungsi BLUD UPTD BPAM Banjarbakula;
D UPTD BPAM Banjarbakula;

covinsi Kalimantan Selatan;

’4

e. memiliki pengalaman teknis pada BLU

{. Dberijazah paling rendah D-3 (Diptoma 3)
g, pengalaman Kerja paling sedikit 3 (tign) tahun;

1. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh

lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali:

i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak
keuangan negara atau kKeuangan daerah

—

pidana yang merugikan

j.  udak sedang menjalani sanksi pidana; dan
k. mempunyai sikap independen dan obyektif.

Pasal 24

SPl scbagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, dalam bertugas

membantu manajemen untuk:

a. pengamanan harta kekayaan;

b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;

¢. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan

d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan Praktek Bisnis
Yang Schat.

Pasal 25

(1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, d
1 i - ’ at
dibentuk oleh Gubernur. yat (2) apa

(2) Pcmbcnt_ukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya
dapat dllnkgknq olech BLUD yang memiliki realisasi pendapatan menurut
laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai aset menurut
neraca 2 (dua) tahun terakhir.

(3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud i
aiman pada ayat (2), dibentuk u
pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh pejabat pt:ragclv:)rlli:uk

(#) Jumlah anggota Dewa i , :
e ggo wan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima)
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Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2}, dapat
diangkat menjadi anggota dewan pengawas setelah Pejabat Pengelola dianghkat.

Pengangkatan ke dalam anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat
sebagai berikut:

a. schat jasmani dan rohani;

memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku
yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan
BLUD;

¢. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD;
e. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);

berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; .

g. tidak pernah menjadi anggota Dircksi, Dewan Pengawas, atau K‘;J‘n't‘lsari:::
yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimp
dinyatakan pailit;

h. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

i. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kc!)a!a dacrah atau
calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pembentukan Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan
undangan.

perundang-

Pasal 26

Dewan Pengawas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b,
memiliki tugas sebagai berikut:

a. memantau perkembangan kegiatan BLUD;

b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja nonkeuangan BLUD dan
memberikan rekomendasi atau hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh
Pejabat Pengelola BLUD;

c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil
laporan audit laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;

d. memberi nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan

kewajibannya; dan
e. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur mengenai:
1) RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;

2) permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD; dan
3) kinerja BLUD.

(2} Penilaian Kinerja Keuangan sebagaimana dimaksud pada a at (1) h
diukur paling sedikit meliputi: P yat (1) huruf b,

a,

memperoleh hasil

usaha atau hasil kerja dari | o
(rentabilitas); Na dan layanan yang diberikan

memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan

kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran
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(3) Penilaian Kinena nonkeuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
dinkur  paling  sedikit berdasarkan  perspektil  pelanggan, proses internal

pelayanan, pembelagaran, dan pertumbuhan.

(1) Dewan  Pengawas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1), melaporkan

pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur secarn berkanla paling sedilat 1 (satu)
Kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan,

Pasal 27

(1) Gubernur dapat mengangkat sckretaris Dewan Pengawas untuk mendukung

kelancaran tugas Dewan Pengawas.

(2) Sckretaris Dewan Pengawas scbagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan
merupakan anggota Dewan Pengawas.
Pasal 28 !

aan tugas Dewan Pengawas dan

Segala Biaya vang diperlukan dalam pelaksan
% vk PBg dan dimuat dalam RBA.

sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada BLUD

Pasal 29

(1) SPI dan Dewan Pengawas melakukan pengawasan terhadap BLUD UPTD BPAM

Banjarbakula. _
Tata cara pengawasan scbagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut |

dengan Peraturan Gubernur.

(3) Pengawasan scbagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berkoordinasi dengan
Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.

(2)

Bagian Kelima
Remunerasi

Pasal 30

(1) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD UPTD BPAM Banjarbakula diberikan

remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme.

Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja

yang diberikan dalam komponen meliputi:

a. gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan;

b. tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan
pendapatan di luar gaji setiap bulan;

c. insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan
pendapatan di luar gaji;

d. bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat
tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas

prestasi kerja yang dapat diberikan | (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
anggaran setelah BLUD memenubhi syarat tertentu;

€. pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai
dengan kemampuan keuangan; dan/atau

(2)

f.  pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang.

Dipindai dengan CamScanner
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(3) PCqual Pengelola menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
meliputi:
a.  bersifat tetap berupa gaji;
b. bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif dan bonus atas prestasi;
dan
c. pesangon bagi Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional
lainnya atau pensiun bagi pegawai negeri sipil.
(4) Pegawai menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. bersifat tetap berupa gaji,;
b. bersifat tambahan berupa insentif dan bonus atas prestasi; dan
c. pesangon bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional
lainnya atau pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil. ‘
(4) bagi

(5) Pemberian remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat {3) dan ayat
pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

(1) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, mempertimbangkan

prinsip sebagai berikut:
proporsionalitas;

kinerja; dan

indeks harga daerah/wilayah.

(2) Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud padaf ayat (1),
pemberian remunerasi dapat memperhatikan indeks harga daerah/wilayah.

a.
b. kesetaraan;
c. kepatutan;
d. kewajaran;
c.
f.

Pasal 32

(1) Pemberian remunerasi dihitung berdasarkan indikator penilaian, meliputi:
pengalaman dan masa kerja;

P
b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
c. resiko kerja;
d. tingkat kegawatdaruratan;
e. jabatan yang disandang; dan
f. hasil/capaian kinerja.
(2) Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian
remunerasi bagi Pejabat Pengelola, mempertimbangkan faktor:
a. ukuran dan jumlah indikator yang dikelola tingkat pelayanan serta
produktivitas;
pelayanan sejenis;
. kemampuan pendapatan; dan
d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan
manfaat bagi masyarakat.

Dipindal dengan Camscanner
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Pasal 33

(1) Gubernur dapat membentuk tim yang bertugas untuk menyusun dan
menentukan besaran jumlah remunerasi pegawai BLUD UPTD BPAM

Banjarbakula.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari unsur:
a. PD yang membidangi kegiatan BLUD;
b. PD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;

——

c. Perguruan tinggi; dan
L
d. lembaga profesi.
(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan

Gubernur.
Besaran jumlah remunerasi scbagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan

dengan Keputusan Gubernur.

(4)

Pasal 34 [

Remunerasi bagi pejabat keuangan dan pejabat teknis t;lite{apkan paling banyak
sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi pemimpin.

Pasal 35

(1) Remunerasi dalam bentuk honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan

sekretaris Dewan Pengawas scbagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap

dan diberikan setiap bulan.

Honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan

sebagai berikut:

a. honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40%
(empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin;

b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36%
{tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin; dan

c. honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15%
(ima belas persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin.

()

Bagian Keenam
Masa Jabatan Pemimpin

Pasal 36

(1) Masa Jabatan Pemimpi j i i
e emimpin BLUD UPTD BPAM Banjarbakula paling lama 5 {lima)
(2) Masa Jabatan sebagaimana dimaksud i j
pada ayat (1), dapat i
dengan ketentuan peraturan pemndang-undarj:gaxg.] e d:perpan_;ang sesual

(3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pad -
yang dilakukan oleh Gubernur., bada ayat (2), berdasarkan hasil evaluasi



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
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Bagian Ketujuh
Pemberhentian Pejabat Pengelola

Pasal 37

Pejabat  Pengelola BLUD UPTD BPAM Banjarbakula dapat diberhentikan

sebelum waktunya oleh Gubernur.
Pemberhentian  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan

pertimbangan sebagai berikut:
tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;

tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD UPTD BPAM Banjarbakula;

dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana;

habis masa jabatannya; dan
mengundurkan diri dari jabatannya.

S0 a0 o

BAB V
PENGELOMPOKAN FUNGSI

Pasal 38

BLUD UPTD BPAM Banjarbakula pada aspek

Pengelompokan fungsi
perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan.

Pengelompokan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari

a. fungsi pelayanan; dan

b. fungsi pendukung,

yang sesuai dengan prinsip pengendalian internal dalam rangka efektifitas
pencapaian organisasi.

Fungsi pelayanan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan
unit yang terlibat langsung dalam pelayanan air minum kepada pelanggan.
Fungsi pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan
unit yang mendukung dan tidak terlibat secara langsung dalam penyediaan air

baku dan air minum kepada pelanggan.
Fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dan ayat (4), melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk teknis, prosedur

kerja dan Standar Operasional Prosedur.
Tugas yang dijalankan menjadi satu kesatuan yang saling terkait antara unit

kerja yang ada dalam organisasi agar tercapai kinerja organisasi yang baik.

Dipindai dengan CamScanner



HAI VI
PENGELOLAAN SUMIER DAYA MANUSIA

Baginn kenatn
Tujuan Pengelolann

Pasnl 39

(1) Pengelolaan Sumber Daya Manusin memuat kebijakan mengenai pengelolnan

sumber daya manusia yang berorientasi pada perningkatan pelayanan  air .'
minum kepada masyarakat,
(2)  Pengelolaan Sumber Daya Manusin sebagaimana rlimnkrnnl]mrln ayat (1),
ditujukan agar Sumber Daya Manusia BLUD UPTD BPAM Banjarbakula dapat
melaksanakan tugas dan kewajibannyn secara profesional dan kompeten dalam
bidang air minum.
Bagian Kedun
Penpghargaan
Pasal 40 r
(1) Pengharpaan diberikan untuk mendorong pelaksannan tugas dan kewnjibannyn
BLUD UPTD BPAM Banjarbakula. ‘
(2) Penghargaan scbagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada pegawinl
dalam bentuk:
a. kennikan pangkat; dan/atau
b. remuncrasi. 5,
%_
Pasal 41
(1) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) hurufl a,
dapat diberikan kepada pegawai yang berstatus PNS,
(2) Kenaikan pangkat bagi PNS scbagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan
penghargaan institusional berdasarkan penilaian sesuai dengan  ketentuan
kepegawaian yang berlaku di Provinsi Kalimantan Selatan,

Bagian Ketiga
Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 42

(1) Pengembangan Sumber Daya Manusia dilakukan untuk meningkatkan

kompetensi pegawai BLUD UPTD BPAM Banjarbakula,

(2) Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
dengan menugaskan pegawai untuk mengikuti bimbingan teknis, pendidikan
dan pelatihan, yang disclenggarakan oleh semua Institusi pada Pemerintah
Provinsi, Pemerintah Pusat maupun pihak ketiga (Perusahaan) terkait dengan
bidang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

(3) Penugasan pegawai scbagaimana dimaksud pada ayat (2), diusulkan oleh
Pemimpin BLUD UPTD BPAM Banjarbakula kepada Gubernur.,

Dipindai dengan CamScanner
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L\‘mbm'\'m“-‘ pepawai n],U[)b UPTD NPAM Banjorbakula dalam pengembangan
l\:'l‘l}\llt‘l'l.‘i‘l bersumber dari dana APIBD dan/atau pendnpatan BLUD UITD
BPAM Banjarbakula,

[\‘nm'lphnngun sumber daya manusin sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
akan diatur dengan Peraturan Kepala BLUD UPTD BPAM Banjoarbakala,

Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikoordinasikan kepuda
Kepala Dinas.,

Bagion Keempnt
Mutasi Pepawni

Pasal 43

Mutasi pegawai BLUD UPTD BPAM Banjarbakuln dilaksanalkan dengan tujunn
untuk:

a. penyegaran;

b. peningkatan kompetensi pegawai pada bidang atau kegintan lain;

c. variasi pekerjaan; dan/atau

d. pertimbangan lain yang dapat dipertanggungjnwabkan,

Mutasi sebagaimana dimaksud pada  ayal (1), dilnksanakan dengnn

mempertimbangkan sebagai berikut:
a, penempatan sescorang pada pekerjnan yong sesuni dengan kompetensinyi,

b. masa kerja telah memenuhi ketentuan sesuni dengan organisasi dan tntn
kerja BLUD UPTD BPAM Banjarbakula;

pengalaman pegawai yang akan menempali posisi baru di BLUD U.I'I‘Dl
BPAM Banjarbakula telah memenuhi ketentuan  sesual dengan organisasi

. dan tata kerja BLUD UPTD BPAM Banjarbakula;
d. \r“ncrnbcrikan penyegaran, variasi pekerjnan, dan peningkatan kompetensi;

dan
e. kondisi lain yang dapat dipertanggungjawablkan.

Bagian Kelima
Disiplin Pegawai

Pasal 44

Disiplin pegawai diwujudkan dalam bentuk:
a. disiplin kerja; dan
b. fakta integritas.

Disiplin pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam bentuk
pernyataan tertulis.

Pelanggaran terhadap disiplin pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
huruf a diberikan hukuman sesuai dengan tingkat pelanggarannya.

Tingkat dan jenis hukuman disiplin pegawai scbagaimana dimaksud pada
ayat (3), meliputi:

a. hukuman pelanggaran disiplin ringan, yang berupa teguran lisan;

e r——
SLLY
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b. hukuman pelanggaran disiplin sedang, yang berupa peringatan tertulis
dengan batas waktu sampai 3 (tiga) kali peringatan; dan

¢. hukuman pelanggaran disiplin  berat yang berupa pemecatan  atau
pemberhentian sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pemberhentian Pegawai
Pasal 45

Pemberhentian pegawai dapat dilakukan selama masa kerja atau sctelah masa

kerja berakhir.
Pemberhentian pegawai scbagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berstatus

(1

(2)
PNS dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(3) Pemberhentian pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berstatus
PPPK dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
' a. pemberhentian atas permintaan sendiri;
b. melakukan tindakan pelanggaran disiplin berat; dan _
c. melakukan tindakan atau kesalahan yang berakibat sccara material
{ merugikan BLUD UPTD BPAM Banjarbakula.
: BAB VII
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
Pasal 46

(1) BLUD UPTD BPAM Banjarbakula mengenakan Tarif Layanan sebagai imbalan
atas penyediaan layanan barang/jasa kepada pelanggan.
(2) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa besaran Tarif

dan/atau pola Tarif.
Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pelanggan yang

3 SRR P
@ berada di pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat di wilayah Provinsi
Kalimantan Selatan yang pelayanan air minum kepada masyarakat dilayani oleh

BUMD atau UPTD SPAM.
Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun atas dasar:

perhitungan biaya per unit layanan; atau

(4)
a.
b. hasil per investasi dana.

(5) Tarif Layanan yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, bertujuan untuk menutup
seluruh atau sebagian biaya operasional yang dikeluarkan untuk menghasilkan
layanan air baku dan air minum yang disediakan oleh BLUD UPTD BPAM

Banjarbakula.
Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dihitung dengan akuntansi

biaya.

(7) Dalam hal penyusunan Tarif tidak dapat disusun dan ditetapkan atas
perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), Tarif dapat ditetapkan dengan perhitungan atau
penetapan lain yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(6)
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Pasal 47

(1) Besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (2), merupakan
penetapan Tarif dalam bentuk:

a. nilai nominal uang; dan/atau
b. presentase atas harga patokan, indeks harga, kurs, pendapatan
kotor/bersih, dan/atau penjualan kotor/bersih.

(2) Pola tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penyusunan
Tarif Layanan dalam bentuk formula.

Pasal 48

(1) Pemimpin menyusun Tarif Layanan BLUD dengan mempertimbangkan aspelf
kontinuitas, kualitas, kuantitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli
masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat dalam
penetapan besaran Tarif Layanan yang dikenakan kepada masyarakat serta
batas waktu penetapan Tarif.

(2) Tanf Layanan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulk:an oleh
Pemimpin BLUD UPTD BPAM Banjarbakula kepada Gubernur melalui kepala

Dinas.

(3) Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa usulan Tarif
Layanan baru dan/atau usulan perubahan Tarif Layanan.

~ (4) Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara
keseluruhan atau per unit layanan.

(5) Untuk penyusunan Tarif Layanan BLUD UPTD BPAM Banjarbakula
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemimpin dapat membentuk tim yang
keanggotaannya berasal dari:

a. SKPD yang membidangi kegiatan BLUD UPTD BPAM Banjarbakula;

b. SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;

€. unsur perguruan tinggi; dan
d. lembaga profesi dan/atau Tenaga Ahli

(6) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur dan disampaikan kepada Pemimpin Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah.

BAB VIII
STRUKTUR ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 49

Struktur anggaran BLUD, terdiri atas:
a. pendapatan BLUD;
b. belanja BLUD; dan
c. pembiayaan BLUD.

Dipindai dengan CamScanner
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Bagian Kesatu
Pendapatan BLUD

Pasal 50

Pendapatan BLUD UPTD BPAM Banjarbakula sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 49 huruf a, dapat bersumber dari:

a. Jasa layanan;

Hibah;

Hasil kerja sama dengan pihak lain;
APBD; dan/atau

. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pendapatan BLUD UPTD BPAM Banjarbakula yang bersumber dari jasa layanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa imbalan yang diperolch
dari jasa layanan yang diberikan kepada pelanggan.

Pendapatan BLUD UPTD BPAM Banjarbakula yang bersum_ber da:_'i hibah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa h.lbah terikat dan
hibah tidak terikat yang diperoleh dari pelanggan atau badan lain.

Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana d'%maksud
pada ayat (3), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan
peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD UPTD BPAM Banjarbakula
sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.

-

Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
¢, dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD UPTD BPAM
Banjarbakula.

Pendapatan BLUD UPTD BPAM Banjarbakula yang bersumber dari APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa pendapatan yang berasal
dari DPA APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,
meliputi:

a. jasa giro;

b. pendapatan bunga;

c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
d

. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan

dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD UPTD BPAM
Banjarbakula;

e. Investasi; dan

f. pengembangan usaha.

Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf f, dilakukan

melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada
pelanggan.

Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan bagian dari BLUD
UPTD BPAM Banjarbakula yang bertugas melakukan pengembangan layanan

dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD
UPTD BPAM Banjarbakula.
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Pasal 51

Seluruh pendapatan BLUD UPTD BPAM Banjarbakula sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 50 ayat (1) dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD
UPTD BPAM Banjarbakula sesuai RBA kecuali yang berasal dari hibah terikat.

Pendapatan BLUD UPTD BPAM Banjarbakula sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD UPTD BPAM Banjarbakula.

Bagian Kedua
Belanja BLUD

Pasal 52

Belanja BLUD UPTD BPAM Banjarbakula sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 49 huruf b, terdiri atas:

a. belanja operasi; dan
b. belanja modal.

Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup
scluruh belanja BLUD UPTD-BPAM Banjarbakula untuk menjalankan tugas
dan fungsi.

Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2}, meliputi:
a. belanja pegawai;

b. belanja barang dan jasa;

c. belanja bunga; dan

d. belanja lain.

Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh
belanja BLUD UPTD BPAM Banjarbakula untuk perolehan aset tetap dan aset
lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan
dalam kegiatan BLUD UPTD BPAM Banjarbakula.

Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
a. belanja tanah;

belanja peralatan dan mesin;

belanja gedung dan bangunan,;

belanja jalan, irigasi dan jaringan; dan

© a0 o

belanja aset tetap lainnya.

Bagian Ketiga
Pembiayaan BLUD

Pasal 53

Pembiayaan BLUD UPTD BPAM Banjarbakula sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 49 huruf c terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan; dan
b. pengeluaran pembiayaan.

Dipindai dengan CamScanner
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(2)  Pembiayaan scbagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan semud
pt_:ncrim;mn yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan
diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada
tahun anggaran berikutnya.

(3) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat () huruf a, meliputi:
a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
b. divestasi; dan
C. penerimaan utang/pinjaman.

(4) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufl b,
meliputi:
a. investasi; dan
b. pembayaran pokok utang/pinjaman.

BAB IX
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 54

(1) UPTD BPAM Banjarbakula yang menerapkan BLUD menyusun Rencana Bisnis
Anggaran (RBA) mengacu pada Renstra.

(2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan:
a. anggaran berbasis kinerja;
b. standar satuan harga; dan

c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan
diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja
sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber
pendapatan BLUD lainnya. )

(3) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian output dengan
penggunaan sumber daya secara efisien.

(4) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan
harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah.

(5) Dalam hal BLUD UPTD BPAM Banjarbakula belum menyusun standar satuan
harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BLUD menggunakan standar
satuan harga yang ditetapkan oleh Gubernur.

(6) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf ¢ merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi
dan belanja modal.

Pasal 55

(1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), meliputi:
a. ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
c. perkiraan harga;
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d. besaran persentase ambang batas; dan
e. perkiraan maju atau forward estimate

ibel
(2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menganut pola anggaran fleksibe
dengan suatu presentase ambang batas tertentu.

(3) RBA scbagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai dengan standar pelayanan
minimal.

(4) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dMatI:sug al:'nada
ayat (1) huruf a merupakan ringkasan pendapataan, belanja dan pembiayaarn.

(5) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan scbagalrrllanahdllr:;a.l;zlﬁ
pada ayat (1) huruf b, merupakan rencana anggaran untuk se u;u ; rg11cana
tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari re
pendapatan, belanja dan pembiayaan. :

(6) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ?ﬂaﬁz
estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitu gdaﬁ
biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin
Tarif Layanan.

(7) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayatd[l!
huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari
pendapatan operasional yang diperkcnankan. dan ditentukan der;)iaﬁ
mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD UPTD B
Banjarbakula.

(8) Perkiraan maju scbagaimana dimaksud pada ayat (1) hl_.zruf e; mcr:upakan
perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari ts_lhun
yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan !_ieglatan
yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 56

(1) Pendapatan BLUD UPTD BPAM Banjarbakula sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 50 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf f
diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD Dinas PUPR Provinsi
Kalimantan Selatan pada akun pendapatan daerah pada kode rekening
kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain pendapatan asli daerah yang
sah dengan obyek pendapatan dari BLUD UPTD BPAM Banjarbakula.

(2) Belanja BLUD UPTD BPAM Banjarbakula sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 52 yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD UPTD BPAM
Banjarbakula sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan sisa lebih perhitungan
anggaran BLUD UPTD BPAM Banjarbakula, diintegrasikan/dikonsolidasikan ke
dalam RKA PD Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan pada akun belanja
daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, l(satu) kegiatan,
1 (satu) output dan jenis belanja.

(3) Belanja BLUD UPTD BPAM Banjarbakula sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan
pelayanan dan pendukung pelayanan.

(4) Pembiayaan BLUD UPTD BPAM Banjarbakula sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 53 diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA PD Dinas
dan selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada
Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
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(5) BLUD UPTD BPAM Banjarbakula dapat melakukan pergeseran rincian bclanJ::
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang tidak melebihi pagu angg[i)lfa
dalam jenis belanja pada DPA, untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.

(6) Rincian belanja dicantumkan dalam RBA.

Pasal 57

(1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), diintegrasikan/
dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA;

(2) RKA beserta RBA scbagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke;[))ada
PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Pasal 58

(1) PPKD menyampaikan RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57
kepada tim anggaran pemerintah daerah untuk dilakukan penelaahan.

(2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain digunakan
sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD Provinsi Kalimantan Selatan
untuk BLUD UPTD BPAM Banjarbakula .

Pasal 59

(1) Tim anggaran menyampaikan kembali RKA beserta RBA yang telah dilakukan
penclaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) kepada PPKD untuk
dicantumkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD yang
selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.

(2) Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA mengikuti tahapan
dan jadwal proses penyusunandan penetapan APBD.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, pengajuan, penetapan,
perubahan RBA BLUD UPTD BPAM Banjarbakula diatur dengan Peraturan
Gubernur.

BAB X
PELAKSANAAN ANGGARAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Bagian Kesatu
DPA-BLUD

Pasal 60

(1) BLUD UPTD BPAM Banjarbakula menyusun DPA berdasarkan Peraturan

Daerah tentang APBD Provinsi Kalimantan Selatan untuk diajukan kepada
PPKD.

(2) DPA-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) memuat pendapatan, belanja
dan pembiayaan.

(3) PPKD mengesahkan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi DPA
BLUD UPTD BPAM Banjarbakula dan sebagai dasar pelaksanaan anggaran
BLUD UPTD BPAM Banjarbakula.
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Ponanl O]

DPA-BLUD UPTD BPAM Banjarbakula yang felah rlifmhlmn oleh ]:]rV.IIJl
schagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), menjadi donar pelaksnsnin
anggaran yang bersumber dari APBD.

Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD schagnimans tlilrmkltill'l pada
ayat (1) digunakan untuk belanja pegawai, belanja maodal dan belanju barany,
dan/atau jasa yang mckanismenya dilnkukan sesuni  dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan ""’;{7"”'
berkala sesuai dengan kebutuhan yang, lr:luh. ditetapkan,
dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA, dan memperhitungkan:

a. jumlah kas yang tersedia;
b. proycksi pendapatan; dan
c. proyeksi pengeluaran.

Pelaksanaan  anggaran  scbagaimana  dimaksud - pa da  ayat (1),
dengan melampirkan RBA.

Pasal 62

DPA yang telah disahkan dan RBA scbagaimana dimaksud dalam Pasal 61-
ayat (3), menjadi lampiran perjanjian  kinerja  yang ditandatangani
oleh Gubernur dan pemimpin BLUD UPTD BPAM Banjarbakula.

Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat
kesanggupan untuk meningkatkan:

a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;

b. kinerja keuangan; dan

c. manfaat bagi masyarakat.

Bagian Kedua
Pengelolaan Kas

Pasal 63

Dalam pelaksanaan anggaran, pemimpin BLUD UPTD BPAM Banjarbakula
menyusun laporan pendapatan BLUD, laporan belanja BLUD dan laporan
pembiayaan BLUD secara berkala disampaikan kepada PPKD.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan surat

pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh pemimpin BLUD UPTD
BPAM Banjarbakula.

Berdasgrkan ls_lporan yang melampirkan surat pernyataan tanggung jawab
sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Dinas menerbitkan Surat Permintaan

E;rl;ggsahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan untuk disampaikan kepada

Berda_sarkan Surat_ Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan se}nagalmana dimaksud ayat (3), PPKD melakukan pengesahan
dengan menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
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Pasal G4

(1) Untuk pengelolaan kas BLUD  sebagaimana  dimaksud |lnhlun Pasal :rl.ll;
pemimpin BLUD UPTD BPAM Banjarbakula membuka rekening kas DL
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

(2) Rekening kas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk
menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dan
pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) hurul a,
huruf b, huruf ¢ dan huruf f.

Pasal 65

(1) Dalam pengelolaan kas, BLUD UPTD BPAM Banjarbakula menyelenggarankan:

a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran Kas;

b. pemungutan pendapatan atau tagihan,

c. penyimpanan kas dan mengelola rekening BLUD;

d. pembayaran;

e. perolchan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan

. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan

tambahan.

(2) Penerimaan BLUD UPTD BPAM Banjarbakula dilaporkan setiap hari kepada
Pemimpin BLUD melalui pejabat keuangan BLUD.

Pasal 66

(1) Dalam pelaksanaan anggaran, BLUD UPTD BPAM Banjarbakula melakukan
penata usahaan keuangan paling sedikit memuat:

pendapatan dan belanja;

penerimaan dan pengeluaran,

utang dan piutang;

persediaan, aset tetap dan investasi; dan

o o0 o

ekuitas.

(2) Ketentuan mengenai pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1}, diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI
PENGELOLAAN BELANJA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 67

(I) Pengelolaan belanja BLUD UPTD BPAM Banjarbakula diberikan Fleksibilitas
dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.

(2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan belanja yang
disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA
yang telah ditetapkan secara definitif,
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Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terhadap
belanja BLUD UPTD BPAM Banjarbakula yang bersumber dari pendapatan

BLUD scbagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c,
huruf f, dan hibah tidak terikat.

Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan besaran

persentase realisasi  belanja yang diperkenankan melampaui anggaran
dalam RBA dan DPA.

Dalam hal belanja BLUD UPTD BPAM Banjarbakula melampaui ambang batas

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu mendapat persetujuan
Gubernur.

Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD UPTD BPA'M Banjarbakula
mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD.

Pasal 68

Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67
ayat (4), dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.

Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional, meliputi:

a. kecenderungan/tren selisih anggaran pendapatan BLUD UPTD BPAM
Banjarbakula selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun
anggaran sebelumnya; dan

b. kecenderungan/tren selisih pendapatan BLUD UPTD BPAM Banjarbakula
selain APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan.

Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dicantumkan dalam RBA dan DPA.

Pencantuman ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa
catatan yang memberikan informasi besaran presentase ambang batas.

Presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai, terukur, rasional dan
dipertanggungiawabkan.

Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan apabila
pendapatan BLUD UPTD BPAM Banjarbakula sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 50 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf f diprediksi melebihi target
pendapatan yang telah ditetapkan RBA dan DPA tahun yang dianggarkan.

BAB XII
PENGELOLAAN BARANG

Bagian Kesatu
Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 69

Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD UPTD BPAM Banjarbakula yang

bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan,
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(2)  Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD scbagaimana dimaksud pada
ayat (1), vang bersumber dari:

a. jasa layanan;

b. hibah tidak terikat;

c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah,

diberikan Fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang
dan/atau jasa pemerintah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

(4) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bertujuan untuk
menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murabh,
proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan

kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD UPTD BPAM
Banjarbakula.

Pasal 70

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69,
yang dananya berasal dari hibah terikat dilakukan sesuai dengan:

a. kebijakan pengadaan dari pemberi hibah; atau

b. disetujui pemberi hibah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 71

(1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69
ayat (2), dilakukan oleh pelaksana pengadaan.

(2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
panitia atau unit yang dibentuk oleh pemimpin BLUD UPTD BPAM
Banjarbakula untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa BLUD.

(3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas personil
yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang
bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Bagian Kedua
Pengelolaan Barang
Pasal 72
BLUD UPTD BPAM Banjarbakula dalam melaksanakan pengelolaan barang

mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik
daerah.
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BAB XIII
PIUTANG DAN UTANG/PINJAMAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 73

(1) BLUD UPTD BPAM Banjarbakula dapat mengelola piutang sehubungan dengan
penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau
tidak langsung dengan kegiatan BLUD.

(2) BLUD UPTD BPAM Banjarbakula melaksanakan penagihan piutang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat piutang jatuh tempo,
dilengkapi administrasi penagihan.

(3) Dalam hal piutang sulit tertagih, penagihan piutang diserahkan kepada
Gubernur dengan melampirkan bukti yang sah.

(4) Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihapus secara mutlak atau
bersyarat.

(5) Tata cara penghapusan piutang scbagaimana dimaksud pada ayat (4},
di atur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 74

(1) BLUD UPTD BPAM Banjarbakula dapat melakukan pinjaman/utang
sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan
pihak lain,

(2) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa
utang/pinjaman jangka pendek atau utang/pinjaman jangka panjang.

Pasal 75

(1) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2),
merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu)

tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan
tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah

proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas
dalam 1 (satu) tahun anggaran.

(2) Pembayaran utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang harus
dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.

(3) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksudpada ayat (1),
dibuat dalam bentuk perjanjianutang/pinjaman yang ditandatangani
oleh pemimpin danpemberi utang/pinjaman.

(4) Pembayaran kembali utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), menjadi tanggungjawab BLUD UPTD BPAM Banjarbakula.

(5) Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka pendeksebagaimana dimaksud
pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur,
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Pasnl 70

(1) BLUD UPTD BPAM  Banjorbakuln  wajib  membayar  bungn  dan pokok
utang/pinjaman janpka pendek sebagnimana dimaksud dalam Pasnl 75 ayat (1)
yang telah jatuh tempo.

(2) Pemimpin dapat melakukan pelampauan  pembayaran  bunga dan pokok
sepanjung tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Pasal 77

(1) Utang/pinjaman jangka panjang scbagaimana, dimaksud dalam P"I'H.'_ll 7(?
ayat (2), merupakan utang/pinjaman yang memberikan nm.nlj:ml lebih darn
1 (satu) tahun dengan masa pembayaran kembali atas utang/pinjaman tersebut
lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.

(2) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
hanya untuk pengeluaran belanja modal.

(3) Pembayaran utang/pinjaman jangka panjang scbagaimana diz_n{\ksud pada
ayat (1), merupakan kewajiban pembayaran kembali ulunp,/pmj_aman‘ yang
meliputi pokok utang/pinjaman, bunga dan biaya lain yang harus dilunasi pﬂdn
tahun anggaran berikutnya sesuai  dengan persyaratan  perjanjian
utang/pinjaman yang bersangkutan.

(4) Meckanisme pengajuan utang/pinjaman jangka panjang scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 78
(1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, BLUD UPTD BPAM

Banjarbakula dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan
prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.

(3) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana pada ayat (2), dapat berbentuk
finansial dan/atau non finansial.

Pasal 79

(1) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, meliputi:
a. kerja sama operasional; dan

b. pemanfaatan barang milik daerah.

(2) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan
melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan
mitra kerja sama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.

(3) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi
barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk
memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang
menjadi kewajiban BLUD UPTD BPAM Banjarbakula.
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(3} Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik dacrah yang
sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD UPTD
BPAM Banjarbakula yang bersangkutan merupakan pendapatan BLUD.

(5) Pemanfaatan barang milik dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Tata cara kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diatur dengan peraturan Gubernur.

(7) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam
bentuk perjanjian.

BAB XV
INVESTAS], SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAN
DEFISIT ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Bagian Kesatu
Investasi

Pasal 80

(1) BLUD UPTD BPAM Banjarbakula dapat melakukan investasi sepanjang
memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan
kepada pelanggan serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD dengan
tetap memperhatikan rencana pengeluaran.

(2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa investasi jangka pendek.

Pasal 81

(1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2),
merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk
dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

(2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
dengan mengoptimalkan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan
rencana pengeluaran.

(3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12
(dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan

b. surat berharga negara jangka pendek.
(4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi:
a. dapat segera diperjual belikan/dicairkan;
b. ditujukan untuk manajemen kas; dan
c¢. instrumen keuangan dengan risiko rendah.

(5) Pengelolaan investasi BLUD UPTD BPAM Banjarbakula diatur dengan
Peraturan Gubernur.
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Hopinn Kedun
Sinn Lebih Perhitungn Angparan

P'annl B2

(n h‘-in.n lt'hih_|u'r|1itunnnn anggaran BLUD UPTD BPAM Banjarbakula merupakan
selisih lebih antara renlisant penerimann dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu)
tahuan angparan,

(2) Sisa debih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dibitung - berdnsorkan  laporan  realisnsi anggaran pada 1 (satu)  periode
anggaran,

() Sisa lebih perhitungan nnggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dnpat digunakon dalam tnhun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah
Gubernur  disetorkan  sebagion  mtau  seluruhnya ke kas dacrah  dengan
mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencann pengeluaran BLUD.,

(1) Pemanfatann sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran
berikutnya  sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat digunakan untuk
memenuhi kebutuhan likuiditas,

(5) Pemanfatean sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran
berikutnya  sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang digunakan untuk
membinyai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.

(6) Pemanfataan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran
berikutnya  sebagnimana dimaksud pada ayat (5), apabila dalam kondisi
mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.

(7) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), mencakup:
a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya
belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran
berjalan; dan

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan

masyarakat.
(8) Pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD UPTD BPAM Banjarbakula
diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Defisit Anggaran

Pasal 83

(1) Defisit anggaran BLUD UPTD BPAM Banjarbakula merupakan selisih kurang
antara pendapatan dengan belanja BLUD.

(2) Dalam hal anggaran BLUD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk
menutupi defisit tersebut antara lain dapat bersumber dari sisa lebih
perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.
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BAB XVI
PENYELESAIAN KERUGIAN

Pasal 84

Setiap kerugian daerah pada BLUD UPTD BPAM Banjarbakula tindakan mclawﬂﬂ
hukum atau yang disebabkan oleh kelalaian seseorang diselesaikan sesual dcngan
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian
negara/daerah.

BAB XVII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 85

(1) BLUD UPTD BPAM Banjarbakula menyusun  pelaporan  dan
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

laporan realisasi anggaran;

laporan perubahan saldo anggaran lebih;

neraca;

laporan operasional;

laporan arus kas;

laporan perubahan ekuitas; dan

catatan atas laporan keuangan.

® e a0 TP

(3) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun
berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.

(4) Dalam hal standar akuntansi pemerintahan tidak mengatur jenis usaha BLUD,
BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi.

(5) BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) yang diatur dengan Peraturan Gubernur.

(6) Laporan keuangan scbagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan
laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD.

(7) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diaudit oleh pemeriksa
eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

(1) Pemimpin BLUD UPTD BPAM Banjarbakula menyusun laporan keuangan
semesteran dan tahunan.

(2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai
dengan laporan kinerja paling lama 2 {dua) bulan setelah periode pelaporan
berakhir, setelah dilakukan reviuw oleh Dinas yang membidangi pengawasan di
pemerintah daerah.

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan SKPD, untuk
selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan
pemerintah daerah.

(4) Hasil reviuw sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan kesatuan dari
laporan keuangan BLUD tahunan.
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Pasal 87

(1) BLUD UPTD BPAM Banjarbakula menerapkan sistem informasi manajemen
keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.

(2) Setiap transaksi keuangan BLUD UPTD BPAM Banjarbakula dicatat dalam
dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

Pasal 88

(1) BLUD UPTD BPAM Banjarbakula menyelenggarakan akuntansi dan laporan
keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh
asosiasi profesi akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat.

(2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya,
asect, kewajiban dan ekuitas dana.

(3) Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana dimaksud pa:da
ayat (1), BLUD dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik
setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri keuangan.

(4) BLUD mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan berpedoman
pada standar akuntansi yang berlaku untuk BLUD yang bersangkutan dan
ditetapkan oleh Gubernur dengan Peraturan Gubernur.,

Pasal 89

(1) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis
akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2), pemimpin BLUD
menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi
sesuai jenis layanannya.

(2) Kebijakan akuntansi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan
sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan
aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan biaya.

BAB XVII
PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Pasal 90

(1) Pengelolaan lingkungan adalah kewajiban pemerintah dan pemerintah provinsi
untuk melindungi sumber-sumber air baku yang dimanfaatkan oleh BLUD
UPTD BPAM Banjarbakula.

(2) Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan
kewajiban bagi pemerintah provinsi Kalimantan Selatan untuk melindungi
warganya dari pencemaran lingkungan.

(3) BLUD UPTD BPAM Banjarbakula wajib mengelola limbah yang dihasilkan dan
Pengoperasian Instalasi Pengolahan Air (IPA) agar tidak mencemari lingkungan.
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AT XVIN
FIEMIUNAAN DAN PISNOAWASBAN

Panal 01

(1 Gubernur melakukan pembinann dan pengawanan terhadap BLUD UPTD BPAM
Nanjarbakula,

(2} Pembnaan sebagaimana dimalensd pada ayat (1), meliputi:
A, soxialisan;
b, supervisi;
¢ bimbingan teknis; dan
d. asistensi,

(3)  Pembinaan teknis BLUD UPTD DBPAM Banjarbakula dilukukan oleh Kepala

Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan urusan pelayanan air
baku dan air minum,

(1) Pembinaan keuangan BLUD UPTD BPAM Banjarbakula oleh PPKD.

(5) Pengawasan BLUD UPTD BPAM Banjarbakula dilaksanakan oleh SPl dan
Dewan Pengawas,

Pasal 92

(1) Gubernur melalui Sekretaris  Daerah melaporkan  kinerja  keuangan dan
non keuangan BLUD UPTD BPAM Banjarbakuln kepada Menteri melalui
Direktur Jenderal Binn Keuangan Daerah,

(2) Pelaporan scbagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk menjaga
kesinambungan implementasi kebijakan BLUD UPTD BPAM Banjarbakula.,

BAB XIX
PENCABUTAN PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 93

(1) Kepala Dinas dapat mengusulkan pencabutan pencrapan BLUD UPTD BPAM
Banjarbakula melalui Sekretaris Daerah.

(2) Pencabutan penerapan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
akibat:

a. peralihan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

b. kebijakan provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan kewenangannya dan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pencabutan penerapan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,
dilakukan melalui penilaian.

(4) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

Gubernur membentuk tim penilai yang ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur.

(5) Implikasi dari pencabutan pencrapan BLUD, dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Implikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (S), mencakup pendanaan, personil,
prasarana dan data.
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Pasal 94

Tim penilai scbagaimana dimaksud dalam pasal 93 ayat (4), bertugas untuk
menilai usulan pencabutan penerapan BLUD paling lama 3 (tiga) bulan.

(2) Hasil penilaian oleh tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan pencabutan BLUD.

(3) Pencabutan penerapan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(4) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada

Pemimpin Dewan perwakilan Rakyat Daerah paling lama 1 (satu) bulan sejak
tanggal ditetapkan.

{5) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada

Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 1 (satu)
bulan sejak tanggal ditetapkan.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin

pada tanggal 26 AQuetvs

GUBERNUR ANTAN SELATAN,

Diundangkan di Banjarbaru SAHBIRIN NOOR
pada tanggal 26 Agogtes 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

/ﬁ-

ABDUL HARIS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2020 NOMOR 106
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